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Abstract
December 9, commemorated World Anti-Corruption Day, President Jokowi won the
drama stage titled "Achievement Without Corruption” at SMK N 57 Jakarta. Jokowi
said that the death penalty for corruptors could be applied if the people wanted. Related
to this, of course, received attention from various media. Online media is one of the
media that preaches the discourse of death penalty for corruptors, they update the latest
news at each meeting. The online media which always preaches the discourse on death
penalty for corruptors coherently in every meeting, Tempo.co This study aims to
describe how Tempo.co frames the reporting of the death penalty discourse for
corruptors. Release of Information about Coverage. Framing analysis was performed
using the Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki analysis models using qualitative
methods. The object of this research is Tempo.co with the unit of analysis of news
related to the discourse of death penalty for corruptors from December 10-15, 2019.
The results of the research show that Tempo's framing of the discourse on death penalty
for corruptors puts forward not - disliked, because the death penalty would otherwise
keep Indonesia from a more humane civilization.
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Pendahuluan memberanikan dirinya untuk bertanya
Di Tahun 2018, Lembaga kepada Jokowi.

swadaya masyarakat bidang

pemantauan dan pemberantasan korupsi Jokowi langsung menjawabnya,”Ya

atau Indonesia Corruption Watch (ICW) kalau di undang-undangnya memang

mendapati ~ kasus korupsi sejumlah ada yang korupsi dihukum mati itu
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(Rachman, Kompas.com., 2019). (bisa) dimasukkan," kata Jokowi,

(Maliana, Tribunnews.com., 2019).
Melihat masih kurang tegasnya

hukum di Indonesia dalam memberikan Berawal d"j‘ri jawaban Jokowi
Hermansyah selaku siswa kelas XII Jakarta, wacana hukuman mati untuk

jurusan Tata Boga di SMKN 57 Jakarta koruptor tentu saja mendapat perhatian



dari berbagai media, baik media cetak
sampai media elektronik bahkan media
Online. Karena hukuman mati untuk
koruptor sebenarnya cerita lama dan
hanya menjadi wacana saja. Padahal
hukuman mati sudah diatur dalam UU
No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa
dalam keadaan tertentu pidana mati
dapat dijatuhkan, (Antara,
mediaindonesia.com., 2019).

Adapun fokus pemberitaan
yang disajikan dari berbagai media saat
itu kebanyakan pro dan kontra dari para
tokoh politik sampai pakar hukum
terhadap wacana hukuman mati untuk
koruptor.

Setiap media mempunyai cara
pandang tersendiri dalam mengemas
sebuah peristiwa yang sama. Mengenai
wacana hukuman mati untuk koruptor
yang diungkapkan Jokowi, Tempo.co
lebih  berani  menampilkan berita
kritikan kepada Jokowi mengenai
wacana hukuman mati untuk koruptor
dan Tempo.co lebih banyak
menampilkan berita penolakan terhadap
wacana hukuman mati untuk koruptor.

Dalam kurun waktu 5 hari
(tanggal 10 — 15 Desember 2019),
Tempo.co telah memberitakan wacana
hukuman mati untuk koruptor sebanyak
20 berita. Dari 20 berita tersebut akan
berpotensi menimbulkan opini publik
yang majemuk mengenai wacana
hukuman mati untuk koruptor. Karena
pemberitaan  yang  dimuat  oleh
Tempo.co nampak berbeda dari media
online  lainnya, Tempo.co tidak
berimbang dalam memberitakan wacana

hukuman mati untuk koruptor atau lebih
banyak =~ memberitakan  penolakan
terhadap wacana hukuman mati untuk
koruptor dan lebih berani menampilkan
berita kritikan terhadap Jokowi. Dengan
dasar tersebut, peneliti tertarik untuk
meneliti Tempo.co dalam membingkai
berita wacana hukuman mati untuk
koruptor.

Metode Penelitian

Jenis  Penelitian ini adalah
deskriptif dengan menggunakan metode
kualitatif. Metode kualitatif adalah
metiode penelitian yang digunakan
untuk meneliti objek yang alamiah atau
apa adanya tidak dimanipulasi peneliti,
dimana peneliti sebagai instrumen yang
berperan penting, (Sugiyono, 2016: 9).
Tujuan dari penelitian ini  untuk
mendeskripsikan bagaimana
pembingkaian berita wacana hukuman
mati untuk koruptor di Tempo.co,
peneliti menggunakan analisis framing.
Analisis framing yang digunakan adalah
model framing yang dikembangkann
oleh Zhongdang Pan dan Gerald M.
kosicki.

Obijek dari penelitian ini adalah
Tempo.co, sedangkan unit yang akan
dianalisis adalah berita-berita dalam
Tempo.co mengenai wacana hukuman
mati untuk koruptor periode 10 — 15
Desember 2019. Pemilihan periode 10 -
15 Desember 2019 dikarenakan
Tempo.co hanya memberitakan wacana
hukuman mati untuk Kkoruptor di
periode tersebut saja. Dan selama
periode tersebut, Tempo.co telah
menerbitkan berita sebanyak 20 berita
terkait wacana hukuman mati untuk
koruptor. Namun berita yang akan
dianalisis hanya sebanyak 8 berita



dengan menggunakan tehnik random
sampling.

Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik dokumentasi. Teknik
dokumentasi merupakan teknik
pengumpulan data dan informasi yang
dilakukan dengan mempelajari
dokumen - dokumen seperti buku,
dokumen, arsip, tulisan angka dan
gambar berupa laporan serta keterangan
yang dapat mendukung penelitian.
Selain itu, peneliti menggunakan teknik
observasi (teknik pengamatan). Artinya
peneliti melakukan pengamatan setelah
data terkumpul, (Sugiyono, 2016: 240).
Pengamatan dokumen yang dipelajari
adalah teks berita mengenai wacana
hukuman mati untuk koruptor di Tempo
periode 10 — 15 Desember 2019.

Teknik analisa data yang
digunakan peneliti untuk menganalisa
teks berita Tempo.co adalah dengan
menggunakan analisis framing yang
dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan
Gerald M. Kosicki. Menurut Eriyanto
(2011: 293), perangkat framing model
Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki
dibagi menjadi empat struktur besar,
yaitu:

1. Struktur Sintaksis
Merupakan susunan kata atau frase
dalam kalimat. Dalam wacana
berita, sintaksis menunjuk pada
pengertian susunan dan bagian
berita ~ headline, lead, latar
informasi, sumber, penutup dalam
satu kesatuan teks berita secara
keseluruhan. Dengan kata lain
struktur  sintaksis  berhubungan
dengan  bagaimana  wartawan
menyusun berita.

2. Struktur Skrip
Merupakan cara wartawan
mengisahkan fakta atau bagaimana
wartawan menceritakan peristiwa
ke dalam berita. Sktruktur skrip
mengfokuskan perangkat framing
pada kelengkapan berita yaitu what,
when, who, where, why, how.

3. Struktur Tematik
Merupakan cara wartawan
menuliskan fakta atau bagaimana
wartawan mengungkapkan
pandangannya atas peristiwa ke
dalam proposisi, kalimat atau antar
hubungan kalimat yang membentuk
teks secara keseluruhan. Struktur
Tematik mempunyai  perangkat
framing antara lain  Detail,
Koherensi, Bentuk kalimat, kata

ganti.

4. Struktur Retoris
Merupakan cara wartawan
menekankan  fakta, bagaimana

menekankan arti tertentu dalam
suatu  berita.  Struktur retoris
mempunyai  perangkat  framing
Leksion (pilihan kata), Grafis,
Metafora,  pangandaian  (kata,
idiom, gambar / foto, dan grafis).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisa 8
berita dari Tempo.co terkait wacana
hukuman mati untuk koruptor periode
10 — 15 Desember 2019. Kedelapan
berita tersebut dianalisis menggunakan
analisis framing model Zhongdang Pan
dan Gerald M. Kosicki.

Pada berita 10 Desember 2019
dengan judul “Pengamat: Hukuman
Mati untuk Koruptor Kurang Tepat”,
hukuman mati untuk koruptor di
konstruksi Tempo.co sebagai bentuk



hukuman yang menyalahi aturan
Konstitusi  dan  teks berita 1
menampilkan pilihan hukuman yang
dapat membuat jera pelaku korupsi
selain  hukuman mati. Hal tersebut
sengaja digunakan Tempo.co untuk
menggiring  opini  pembaca  agar
menghindari pandangannya terhadap
hukuman mati.

Pada berita tanggal 10
Desember 2019 dengan judul “ICJR
Sebut Hukuman Mati bagi Koruptor
Tak Akan Efektif, Mengapa?”, dari
judul sudah dapat meyakinkan pembaca
bahwa penerapan hukuman mati untuk
koruptor tidak akan membawa hasil
bagi Indonesia. Seperti data yang
dipakai sumber menjelaskan Cina telah
menerapkan hukuman mati  untuk
koruptor namun angka Indeks Persepsi
Korupsinya pada tahun 2015 — 2018
tidak jauh berbeda dengan Indeks
Persepsi  Korupsi milik  Indonesia.
Selain  itu  Tempo.co  mencoba
menggiring opini pembaca bahwa
Indonesia tidak perlu menerapkan
hukuman mati untuk koruptor, justru
melakukan upaya pencegahan dengan
mereformasi sistem pemerintahan dan
penegakan hukum agar lebih transparan
dan akuntabel.

Pada berita tanggal 10
Desember 2019 dengan judul “Soal
Hukuman Mati, Ini Kata Marzuki
Darusman”, Tempo.co membingkai
hukuman mati untuk koruptor sebagai
hukuman yang kejam dan sebagai
bentuk pelanggaran HAM. Hal tersebut
terdapat pada pernyataan dari sumber
bahwa dalam Undang-Undang Dasar
1945 mengakui hak untuk hidup,
bahkan negara pun tidak bisa

memperlakukan hukuman mati kepada
warga negaranya, sehingga harus
mencari cara lain untuk
menghukumnya. Selain itu Tempo.co
juga melakukan penekanan kontradiksi
terhadap hukuman mati untuk koruptor
yang seharusnya itu urusan hakim dan
jaksa bukan kewenangan Presiden.
Serta pengulangan penggunaan kata
“hak untuk hidup” pada teks berita
sebelumnya. Kata tersebut terdapat
dalam kalimat, Kalau dalam Undang-
Undang Dasar 1945 mengakui hak
hidup, bahkan negara pun tidak bisa
memperlakukan hukuman mati kepada
warga negaranya. Makna dari kalimat
tersebut adalah negara tidak bisa
menghukum mati warga negaranya,
karena hak untuk hidup setiap warga
negara diakui di dalam Undang-Undang
Dasar 1945.

Pada berita tanggal 10
Desember 2019 dengan judul “Tak
Sepakati Hukuman Mati, ICW: Banyak
Cara Buat Jera Koruptor”, dari judul
sudah dapat meyakinkan pembaca
bahwa hukuman mati bukan pilihan
terakhir untuk membuat jera pelaku
korupsi. Mengetahui hal ini, Indonesia
masih punya banyak cara untuk
memberikan efek jera pada pelaku
korupsi tanpa harus  menerapkan
hukuman mati. Sehingga Tempo.co
berusaha menggiring opini pembaca
dengan memberikan pilihan hukuman
yang dapat memberikan efek jera selain
hukuman mati.  Seperti yang ditulis
pada paragraf 2, bahwa masih banyak
cara untuk memberikan efek jera
misalnya dengan memiskinkan
koruptor, memberikan vonis penjara
maksimal, pencabutan hak politik, dan
lain-lain.



Pada berita tanggal 10
Desember 2019 dengan judul “Komnas
HAM Tak Sepakat Hukuman Mati
Koruptor”, Tempo.co berusaha
membuat frame dalam teks berita ini.
Tempo.co membingkai hukuman mati
untuk koruptor sebagai kebijakan yang
menimbulkan  masalah  baru. Hal
tersebut diperkuat dengan pernyataan
sumber bahwa hukuman mati untuk
koruptor disebut tidak menyelesaikan
persoalan, justru hanya akan
menjauhkan Indonesia dari peradaban
kemanusiaan yang lebih manusiawi.
Dan Tempo.co mencoba menggiring
opini pembaca bahwa masih ada sisi
kehidupan yang harus diperjuangkan
yaitu hak untuk hidup adalah hak asasi
yang absolut, sehingga sistem hukum di
Indonesia harus meninggalkan hukuman
mati.

Pada berita tanggal 12
Desember 2019 dengan judul “Soal
Hukuman Mati Koruptor, Buya Syafii:
Tiru Cina”, Tempo.co membingkai
hukuman mati untuk koruptor sebagai
sesuatu hal yang harus dipertimbangkan
baik dari sisi hukum maupun sisi
keadilan dan Tempo.co mencoba
menggiring opini pembaca bahwa masih
ada sisi  kehidupan yang harus
diperjuangkan  dalam  menerapkan
hukuman mati untuk korupotor yaitu
hak untuk hidup adalah hak asasi yang
absolut.

Pada berita tanggal 13
Desember 2019 dengan judul “Negara-
negara yang Menerapkan Hukuman
Mati Bagi Koruptor”, kesimpulan dari
berita tersebut adalah  Tempo.co
membingkai hukuman mati untuk
koruptor di Indonesia sebagai bentuk

pelanggaran HAM. Terbukti dengan
Tempo.co menampilkan ~ kembali
pernyataan dari Komnas HAM yang
menyebutkan tidak sepakat dengan
hukuman mati bagi koruptor atau
pelaku kejahatan lainnya, karena hak
asasi manusia adalah absolut.

Pada berita tanggal 15
Desember 2019 dengan judul “Saut
KPK Jelaskan Mengapa Menolak
Wacana Hukuman Mati Koruptor”,
Tempo.co berusaha menggiring opini
pembaca untuk tidak setuju terhadap
wacana hukuman mati bagi koruptor,
karena  Tempo.co  membingkainya
sebagai bentuk hukuman yang tidak
membawa pengaruh terhadap
pemberantasan kasus korupsi di suatu
negara.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan pada berita-berita di
Tempo.co periode 10 — 15 Desember
2019 terkait wacana hukuman mati
untuk  koruptor,  peneliti  dapat

menyimpulkan bahwa Tempo.co
sebagai media yang memiliki akar
ideologi humanisme selalu
mengedepankan  unsur  —  unsur

kemanusiaan dalam membingkai berita
kasus tersebut. Tempo.co cenderung
menolak atau menentang wacana
hukuman mati untuk koruptor dengan
alasan hak untuk hidup adalah hak yang
absolut. Tempo.co lebih menonjolkan
hukuman mati untuk koruptor sebagai
ancaman serius bagi negara, karena
berlawanan dengan Konstitusi dan
hukuman mati justru akan menjauhkan
Indonesia dari peradaban kemanusiaan
yang lebih manusiawi. Bahkan wacana
hukuman mati untuk koruptor dianggap



tidak akan menyelesaikan masalah
korupsi di Indonesia. Pemberitaan
Tempo.co terkesan selalu mendorong
dan meminta Pemerintah Indonesia
untuk menghindari wacana hukuman
mati  terhadap pelaku  kejahatan
termasuk  koruptor dan  meminta
Pemerintah  Indonesia  menerbitkan
Perpu Undang — Undang KPK.
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